
































BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Keadilan  sebagai harapan setiap umat manusia mengharuskan negara untuk 

berperan dalam menjamin adanya keadilan bagi setiap rakyatnya. Keadilan bukanlah 

perkara yang mudah untuk diimplementasikan seperti saat dinarasikan. Kemajemukan 

yang ada dalam masyarakat menjadi salah satu faktor sulitnya untuk membuat 

keadilan menjadi satu rasa. Kendati demikian, keadilan tetaplah harus diberikan. 

Tanggung jawab negara untuk memajukan dan memakmurkan masyarakatnya dapat 

dilakukan dengan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Hal ini 

menjadi penting sebagai syarat untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, damai, 

dan bahagia. Sebagaimana makna yang tersirat dalam sila ke lima pada Pancasila, 

yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.   

Peran dari sila ini tentu sangat bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia yang 

berhak mendapatkan keadilan tanpa memandang perbedaan, dimana salah satu 

diantaranya ialah guna mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam konteks filsafat 

keadilan sosial merupakan persoalan filsafat yang bersifat mendasar dan kompleks 

dalam masyarakat majemuk.
1
 Nilai keadilan sosial dapat menjadi batu sendi untuk 

mengharmonisasikan kehidupan masyarakat yang majemuk. Keadilan sosial tidak 
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hanya dibatasi pada redistribusi kekayaan, tetapi juga meliputi proses-proses 

ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat yang menghasilkan 

pembagian kekayaan yang adil dan menjamin hak-hak setiap warga. 

Menurut John Rawls, keadilan sosial adalah keadilan yang berkaitan dengan 

pembagian nikmat dan beban dalam masyarakat.
2
 Rawls membangun konsep 

keadilan sosial dalam perspektif demokrasi, dengan menggunakan pendekatan 

kontrak sosial. Prinsip-prinsip keadilan sosial dipilih sebagai pegangan bersama yang 

merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua orang yang bebas, sederajat, dan 

rasional. Sedangkan Aristoteles memandang bahwa keadilan sosial merupakan suatu 

pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.
3
 Aristoteles membedakan hak 

persamaan sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai 

suatu unit atau wadah yang sama. Keadilan sosial menurut Aristoteles berhubungan 

dengan masalah membagi yang adil, dengan prinsip-prinsip yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara intuitif maupun rasional.  

Keadilan sosial sebagai prinsip mendasar yang menjadi fondasi kehidupan 

berbangsa dan bernegara di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 

1945 yang berlandaskan pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan nilai-nilai Pancasila.
4
 

Keadilan sosial inilah yang menjadi dorongan utama dalam perjuangan kemerdekaan 
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Indonesia melawan penjajahan. Dengan demikian, hukum yang dibuat oleh negara 

harus selalu mencerminkan keadilan dan kemanusiaan, karena tanpa kedua prinsip 

ini, hukum akan kehilangan maknanya dan tidak mampu melayani masyarakat sesuai 

dengan tujuan negara. Oleh karena itu, keadilan sosial merupakan hakikat dari hukum 

dan menjadi benang merah bagi penyelenggaraan negara Indonesia. 

Pembukaan UUD 1945 memiliki prinsip yang menjadi dasar pijakan filosofis 

bagi seluruh isi konsitusi, salah satu  prinsip tersebut ialah keadilan sosial.
5
 Prinsip 

inilah yang memberikan dasar moral dan etika bagi bangsa Indonesia sekaligus yang 

melegitimasi kewajiban negara dalam menjamin keadilan sosial. Dalam hal ini, 

negara bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan aktif 

dan tindakan konkret, serta mencegah terjadinya ketidakadilan. Keadilan sosial 

dipandang bukan sebagai sesuatu yang alami, melainkan sebagai hasil dari tindakan 

manusia yang dapat diubah jika diperlukan.  Istilah "keadilan" muncul lima kali 

dalam pembukaan UUD 1945, menandakan pentingnya nilai ini dalam kehidupan 

bernegara. Keadilan sosial dianggap sebagai pengikat yang menyatukan bangsa 

dalam komunitas politik, meskipun masyarakat Indonesia beragam. 

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik 

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
6
  Pasal ini menjelaskan 
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bahwa negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan, 

penghormatan dan pemenuhan atas hak asasi manusia termasuk hak atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat.
7
 Hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk 

mewujudkan hak masyarakat agar hidup sejahtera lahir dan batin. Dimana hidup 

sejahtera lahir dan batin memiliki makna bahwa seseorang harus memiliki kondisi 

fisik dan mental yang baik. Jaminan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, 

aman, dan nyaman juga menjadi penting untuk mewujudkan makna pasal ini.
8
 

Namun, hal tersebut akan menjadi mudah terwujud jika didukung dengan keadaan 

dan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta tersedianya akses pelayanan 

kesehatan yang mudah, memadai dan berkualitas. 

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menjadi landasan hukum yang menjamin 

hadirnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk hidup sejahtera 

lahir dan batin dengan memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Dimana keadilan 

sosial dalam konteks ini dimaknai bahwa distribusi sumber daya dan pelayanan harus 

dilakukan secara adil sehingga semua warga negara dapat menikmati hak-hak dasar 

mereka. Pasal ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk kebijakan sosial yang 

berfokus pada pelayanan kesehatan yang berkualitas, pembangunan tempat tinggal 

yang aman dan nyaman, dan yang tak kalah penting berkaitan dengan pengelolaan 
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lingkungan. Negara harus membuat kebijakan sosial yang berfokus pada pengelolaan 

lingkungan hidup dengan cara yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. 

Lingkungan menjadi isu yang penting dalam nuansa kehidupan manusia. 

Banyaknya kebutuhan manusia menjadi salah satu alasan ketergantungan manusia 

terhadap lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk mengetahui 

bagaimana wawasan mengenai lingkungan dalam konteks hidup bernegara. 

Lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat dan kompleks dengan ekologiss. 

Ekologis pertama kali diperkenalkan oleh ahli biologi Jerman, Ernst Haekel tahun 

1869, bahwa ekologis menjelaskan ilmu yang mempelajari hubungan antara 

organisme dan lingkungannya.
9
 Istilah ini erat kaitannya dengan konsep lingkungan 

hidup (environment), yang melibatkan interaksi antara kehidupan dan lingkungannya. 

Secara etimologis, ekologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos.
10

 

Oikos memiliki makna rumah untuk hidup dan logos artinya ilmu, sehingga dapat 

dimaknai sebagai ilmu tentang makhluk hidup didalam rumah tangganya.
11

 

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, 

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap alam. Dalam ilmu ekologis, alam dipahami sebagai jaringan 

sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lain. Artinya, Setiap makhluk hidup 
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beradaptasi dalam sistem ini, yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kelangsungan 

hidup ekologis. Untuk mempertahankan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan 

dalam sistem perikehidupan ekologis tersebut, diperlukan pengendalian yang 

berwujud penetapan nilai-nilai dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup melalui hukum lingkungan.
12

  

Dengan demikian wawasan ekologis memiliki makna sebagai konsep yang 

menggabungkan pemahaman tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup 

dan lingkungannya. Ekologis tidak hanya fokus pada organisme secara individual, 

tetapi juga pada bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. 

Dengan demikian terlihat jelas bagaimana pemahaman ekologis memainkan peran 

penting dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan manfaat seperti dalam 

perlindungan lingkungan.
13

 Dimana ekologis dapat membantu untuk 

mengindentifikasi dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan dan 

mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai upaya 

mencegah kerusakan lingkungan. 

Wawasan ekologis melihat bagaimana manusia dan alam saling berinteraksi 

sebagai satu kesatuan yang saling membutuhkan. Pada sisi lain, keadilan sosial 

berfokus pada distribusi keadilan dan perlindungan hak sosial masyarakat. Hal ini 

menunjukkan kedua konsep tersebut saling terikat dalam konteks perlindungan dan 
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pengelolaan lingkungan hidup.  Perlindungan lingkungan hidup tidak hanya penting 

untuk menjaga dan melestarikan alam saja, tetapi juga memiliki peranan penting 

dalam memenuhi hak-hak sosial masyarakat. Maka perlu adanya pengelolaan dan 

perlindungan lingkungan hidup yang tepat dan berkelanjutan untuk menghindari 

terjadinya kerusakan lingkungan yang akan berimbas pada timbulnya ketidakadilan 

sosial.
14

  

Dengan begitu, adanya kebijakan mengenai perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup menjadi suatu keharusan  untuk menghadirkan keadilan sosial 

dengan wawasan ekologis. Di Indonesia kebijakan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup telah ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
15

 

Regulasi ini menjadi dasar hukum untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup di Indonesia sebagai upaya untuk melestarikan dan menjaga fumgsi lingkungan 

hidup serta mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
16

  Kebijakan ini 

juga mengandung beberapa asas yaitu; asas keadilan, asas ekoregion, dan asas 

keanekaragaman hayati. 
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UU PPLH tersebut merupakan kebijakan yang lahir dari Pasal 28 H Ayat (1) 

UUD 1945 yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi perlindungan lingkungan hidup 

yang adil dan berwawasan ekologis yang menyatakan bahwa setiap individu berhak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
17

 Pasal ini menegaskan bahwa lingkungan 

hidup juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh 

negara.
18

 Begitu juga dengan pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang mendukung prinsip 

keadilan dan keberlanjutan dalam kebijakan ekonomi, yang harus selaras dengan 

upaya perlindungan lingkungan.  

Papua merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, namun potensi 

tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Faktor dominasi pihak asing dan 

kurangnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola aset daerah 

mengakibatkan tingginya angka kemiskinan, mencapai 27,43% pada 2018 tertinggi di 

Indonesia. Infrastruktur juga tertinggal, terbukti dari rendahnya Indeks Daya Saing 

Infrastruktur.
19

 Rendahnya kualitas infrastruktur dan tingginya kemiskinan 

berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan skor 

terendah nasional. Pemerintah telah fokus pada pembangunan Papua untuk membuka 

isolasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proyek 

infrastruktur, termasuk penyediaan listrik dan pembangunan lainnya. Meskipun 

                                                             
17

 https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/207/289, diakses pada tanggal 25 

Agustus 2024 
18

 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
19

 Sultan Alfiantsyah dan Oky Bagus Prasetya. “Dampak Kebijakan Pembangunan di Papua 

terhadap Kesejahteraan Masyarakat Papua-Kajian Aspek Ekonomi dan 

Sosial,”https://bem.feb.ugm.ac.id/dampak-kebijakan-pembangunan-di-papua-terhadap-kesejahteraan-

masyarakat-papua-kajian-aspek-ekonomi-dan-sosial/, diakses pada tanggal 10 September 2024 

https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/207/289


memiliki kekayaan alam seperti mineral dan potensi tenaga air di Sungai 

Mamberamo, Papua masih tertinggal dalam aspek pendidikan, dengan rendahnya 

rata-rata lama sekolah. Ketertinggalan ini menjadi penghambat pembangunan sumber 

daya manusia dan memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Rendahnya 

kepadatan penduduk dan kurang optimalnya pemanfaatan kekayaan alam 

menjelaskan alasan ketertinggalan Papua dibanding provinsi lain.
20

 Pembangunan 

infrastruktur, pendidikan, dan akses ekonomi masih menjadi tantangan utama untuk 

meningkatkan kualitas hidup di Papua.  

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana memanfaatkan kekayaan 

alam tersebut secara adil, berkelanjutan, dan berwawasan ekologis, sehingga tidak 

hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjamin perlindungan 

lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan itu, pemerintah pusat 

harus berupaya memajukan Indonesia terutama di Papua harus menjadi fokus utama 

pada pemerintahan. Dalam hal ini, konsep keadilan sosial berwawasan ekologis 

menjadi semakin penting untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan di 

Papua. Keadilan sosial berwawasan ekologis tidak hanya mencakup pemerataan hasil 

pembangunan secara sosial-ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan 

yang dilakukan tidak merusak ekosistem dan lingkungan hidup yang menjadi sumber 

daya bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Prinsip ini menekankan bahwa 
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masyarakat, terutama masyarakat adat yang hidup bergantung pada alam, harus 

dilibatkan dalam proses pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. 

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Papua Tahun 2013-2033 adalah salah satu instrumen hukum 

yang dirancang untuk mengatur perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah 

Papua dalam jangka panjang. RTRW Papua ini seharusnya menjadi pedoman yang 

mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekologis dalam proses 

pembangunan. Hal ini penting mengingat tata ruang wilayah yang tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip ekologis dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang 

signifikan, termasuk deforestasi, degradasi lahan, dan kerusakan ekosistem lainnya. 

Meskipun peraturan daerah ini memiliki tujuan untuk menciptakan tata ruang 

yang teratur dan berkelanjutan, namun menjadi pertanyaan sejauh mana penerapan 

prinsip keadilan sosial berwawasan ekologis telah diintegrasikan ke dalam kebijakan 

ini. Apakah perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, ekosistem hutan, dan 

keanekaragaman hayati sudah tercermin dalam implementasi RTRW Papua? 

Bagaimana kebijakan ini dapat mendorong perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial? 

Menghadapi realitas pembangunan yang sering kali lebih berorientasi pada 

eksploitasi sumber daya alam, juga pembangunan infrastruktur yang gencar dapat 



merambah ke permasalahan sosio-yuridis dan lingkungan.
21

 Sehingga penting untuk 

mengevaluasi bagaimana RTRW Papua dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai 

pembangunan berkelanjutan tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal dan 

kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis penerapan prinsip keadilan sosial berwawasan ekologis dalam kebijakan 

tata ruang wilayah Papua, khususnya dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013, 

dan bagaimana kebijakan ini berkontribusi terhadap perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

Dengan begitu, penting untung menyadari bahwa keadilan sosial merupakan 

elemen fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, 

sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Keadilan sosial, 

yang mencakup hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, menjadi tanggung 

jawab negara untuk diwujudkan melalui kebijakan yang adil dan berkelanjutan. 

Tetapi realitas dari keadilan sosial yang berwawasan ekologis dalam Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih menjadi pertanyaan. Juga perlu dianalisis 

lebih dalam bagaimana kesesuaian antara Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 

Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Tahun 

2013-2033 dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta dampaknya terhadap 

pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di Papua. Maka dengan itu, penulis 
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merasa permasalahan ini cukup krusial bagi masa depan Indonesia, sehingga penulis 

ingin membahas bagaimana “Analisis Keadilan Sosial Berwawasan Ekologis 

Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan 

Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033”. Dengan harapan dapat mengadirkan 

solusi dan saran yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang akan dibahas. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan prinsip keadilan sosial yang berwawasan ekologis 

dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033? 

2. Bagaimana Kesesuaian Diantara Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 

Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua 

Tahun 2013-2033 dengan Prinsip Keadilan Sosial yang Berwawasan Ekologis 

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, serta Dampaknya terhadap Pelaksanaan Pembangunan 

yang Berkelanjutan di Papua? 

 



C.  Tujuan Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Menganalisis prinsip keadilan sosial berwawasan ekologis dalam Peraturan 

Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033. 

b. Mengidentifikasi kesesuaian antara Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 

23 Tahun 2013 dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dampaknya terhadap pembangunan 

berkelanjutan di Papua. 

 

D.  Manfaat Penelitian  

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka tulisan ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoretis  

a. Pengembangan teori keadilan sosial yang berwawasan ekologis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang penerapan 

keadilan sosial yang berwawasan ekologis terhadap perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam konteks peraturan tata 

ruang wilayah di Indonesia. Dengan meninjau implementasi di Provinsi 

Papua, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih dalam 



tentang sinkronisasi antara perlindungan lingkungan dan keadilan sosial 

dalam kebijakan pembangunan. Dengan harapan dapat membantu 

akademisi dan peneliti memahami bagaimana prinsip-prinsip keadilan 

sosial dapat diterapkan dalam kebijakan lingkungan, serta bagaimana 

konsep ini dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan 

perubahan kondisi ekosistem. 

b. Kontribusi terhadap ilmu hukum dan kebijakan publik 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan teoritis bagi 

pengembangan hukum tata ruang dan lingkungan, dengan menyoroti 

pentingnya integrasi antara peraturan daerah dan nasional. Hal ini juga 

membantu dalam mengembangkan kerangka hukum yang lebih 

komprehensif dalam perencanaan wilayah dan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Rekomendasi bagi pemerintah daerah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang 

konkret bagi pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan di tiap daerah 

Indonesia, khususnya dalam mengintegrasikan prinsip keadilan sosial 

yang berwawasan ekologis ke dalam kebijakan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup khususnya mengenai tata ruang dan 

lingkungan. Hal ini dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait 



dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan adil bagi seluruh 

lapisan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. 

b. Panduan bagi praktisi hukum dan lingkungan 

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi praktisi hukum, aktivis 

lingkungan, dan organisasi masyarakat sipil dalam memahami dan 

mengadvokasi penerapan keadilan sosial yang berwawasan lingkungan. 

Juga  bagi pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dan pelaku 

pembangunan, agar merumuskan kebijakan tata ruang yang lebih adil 

secara sosial dan ekologis, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah 

daerah dan pusat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Dengan 

pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara keadilan sosial dan 

lingkungan hidup, maka diharapkan dapat mengembangkan strategi 

advokasi yang lebih efektif. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Untuk menyesuaikan penelitan dalam penyusunan skripsi ini dengan 

permasalahan yang akan diangkat, penulis menganggap penting untuk menetapkan 

batasan-batasan dalam penulisan ini. Maka yang menjadi ruang lingkup penelitian 

skripsi ini berfokus pada analisis penerapan prinsip keadilan sosial yang berwawasan 

ekologis khususnya dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Fokusnya ialah tentang bagaimana keadilan sosial dan lingkungan hidup dapat 

diintegrasikan dalam kebijakan perencanaan tata ruang wilayah di Papua.  



Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 

2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033, 

terutama dalam hal kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009. Fokus analisis ini akan mencakup bagaimana aturan-aturan dalam peraturan 

daerah tersebut mendukung atau bertentangan dengan kebijakan nasional terkait 

lingkungan hidup. Serta menganalisis dampak penerapan Peraturan Daerah Provinsi 

Papua Nomor 23 Tahun 2013 terhadap pembangunan berkelanjutan di Papua. Hal ini 

meliputi evaluasi terhadap tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan 

tata ruang wilayah, serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kesejahteraan 

masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan. 

Objek kajian dalam penelitian ini terbatas pada kajian normatif yang 

menitikberatkan pada interpretasi hukum terkait keadilan sosial dan perlindungan 

lingkungan hidup dalam kerangka Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945. Fokus penelitian 

diarahkan pada dimensi keadilan sosial yang berwawasan ekologis, yaitu 

penggabungan antara prinsip keadilan dengan kepentingan ekologis dalam kebijakan 

dan regulasi lingkungan hidup. Dalam lingkup teori, penelitian ini akan mengkaji 

konsep keadilan sosial yang berwawasan ekologis dengan batasan pada teori-teori 

yang relevan dengan keadilan sosial dan ekologis. Analisis hubungan antara konsep 

keadilan sosial dan perlindungan lingkungan hidup akan dilakukan dari perspektif 

hukum tata negara dan hukum lingkungan. 



Penelitian ini dibatasi pada konteks hukum di Indonesia, yang berfokus pada 

wilayah Provinsi Papua sebagai studi kasus utama, dengan melihat secara spesifik 

penerapan peraturan daerah tersebut dalam konteks sosial dan lingkungan di Papua. 

Adapun periode kajian difokuskan pada masa setelah amendemen UUD 1945, 

terutama setelah pengesahan Pasal 28 H Ayat (1), dengan kebijakan dan peraturan 

yang dianalisis dibatasi pada rentang waktu tertentu yang relevan dengan studi ini.  

Dengan batasan-batasan ini, penelitian ini diharapkan dapat membedakan penelitian 

ini dari kajian-kajian lain yang mungkin memiliki fokus yang lebih luas atau 

menggunakan pendekatan metodologi yang berbeda. 

 

F. Kerangka Teori 

Adapun kerangka teori yang digunakan untuk menguraikan permasalahan  dalam 

penelitian ini adalah:  

a. Teori Filsafat Lingkungan Hidup 

Teori filsafat lingkungan mempelajari hubungan antara manusia dan alam, 

serta mengeksplorasi nilai moral dan prinsip etika yang mengatur interaksi 

tersebut. Filsafat ini menegaskan bahwa manusia merupakan bagian dari 

sistem ekologi yang saling terkait, bukan entitas terpisah dari alam. Oleh 

karena itu, diperlukan kesadaran dan tanggung jawab dalam pengelolaan 

lingkungan. Pandangan ini sejalan dengan teori Fritjof Capra, yang 

menekankan pada ekoliterasi, hal ini berkaitan dengan pentingnya kesadaran 



ekologis.
22

 Ekoliterasi mencakup proses pembelajaran dan tindakan untuk 

menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya 

berkaitan dengan pengetahuan tentang lingkungan, tetapi juga mengajak 

manusia untuk berperilaku selaras dengan alam. Capra menekankan bahwa 

manusia harus melihat dirinya sebagai bagian dari keseluruhan sistem 

ekologi, bukan sebagai entitas yang terpisah atau lebih tinggi dari alam.
23

 

Dalam filsafat lingkungan, perdebatan antara ekosentrisme yang memberi 

nilai intrinsik pada alam dan antroposentrisme yang menilai alam 

berdasarkan manfaatnya bagi manusia menjadi penting. Capra 

memperkenalkan biosentrisme, yang menyatakan bahwa setiap makhluk 

hidup memiliki hak untuk bertahan dalam ekosistem. Biosentrisme 

menekankan bahwa nilai tidak hanya ada pada manusia, tetapi juga pada 

alam yang memiliki nilai intrinsik tanpa tergantung pada kepentingan 

manusia. Setiap makhluk hidup memiliki nilai moral yang melekat, sehingga 

pantas untuk diperhatikan dan dihormati secara etis. Alam perlu 

diperlakukan secara moral, baik memberikan manfaat langsung bagi manusia 

maupun tidak. Inti biosentrisme adalah semua bentuk kehidupan di alam 

semesta memiliki nilai moral yang setara dan harus dilindungi.
24

 Walaupun 

manusia sering dihadapkan pada pilihan moral yang sulit, alam dan segala 
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kehidupan di dalamnya tetap harus menjadi bagian dari pertimbangan etis 

manusia. Biosentrisme ini mendukung keadilan sosial yang berwawasan 

ekologis, mengintegrasikan kesejahteraan manusia dengan kelestarian 

lingkungan. Capra menekankan bahwa keadilan sosial dan ekologis harus 

sejalan, dengan setiap tindakan sosial mempertimbangkan dampak 

lingkungan, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.  

b. Teori Keadilan Sosial 

Di Indonesia keadilan sosial hadir sebagai salah satu cita dari pancasila, 

yang menyiratkan makna adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.
25

 Hal ini dapat dijadikan dasar untuk mewujudkan nilai-nilai 

keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai 

kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam teori keadilannya, John Rawls 

mengemukakan khususnya prinsip "keadilan sebagai fairness," menekankan 

pentingnya distribusi yang adil dalam masyarakat.
26

 Rawls memperkenalkan 

dua prinsip keadilan, yaitu prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Dalam 

konteks keadilan sosial berwawasan ekologis, prinsip ini relevan untuk 

memahami bagaimana distribusi sumber daya alam dan perlindungan 

lingkungan hidup dapat dilakukan secara adil. Sementara Aristoteles 

memiliki perspektif keadilan yang menekankan pada keadilan distributif dan 
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keadilan komutatif. Keberlanjutan lingkungan dapat dipandang sebagai 

bagian dari keadilan distributif, di mana sumber daya alam harus dikelola 

sedemikian rupa agar semua orang dapat menikmatinya secara adil, 

termasuk generasi mendatang. Teori keadilan sosial yang berwawasan 

ekologis menyoroti pentingnya menggabungkan prinsip keadilan sosial 

dengan keadilan lingkungan. Sebagai contoh, Karen Warren menjelaskan 

bahwa keadilan sosial harus mencakup seluruh penghuni alam semesta, 

termasuk interaksi antara manusia dan alam. Pengelolaan sumber daya bumi 

harus dilakukan secara adil untuk menjamin kelangsungan hidup generasi 

sekarang dan yang akan datang.
27

  

Teori keadilan sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep negara 

kesejahteraan (welfare state), dimana distribusi adil atas sumber daya dan 

kesempatan menjadi inti dari kedua konsep tersebut. Konsep negara 

kesejahteraan menggambarkan negara sebagai alat yang dibentuk oleh rakyat 

untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial. 

Menurut Kranenburg, teori negara kesejahteraan tidak hanya berfokus pada 

menjaga ketertiban hukum, tetapi juga secara aktif berperan dalam 

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
28

 Prinsip-prinsip utama dalam 

keadilan sosial di negara kesejahteraan meliputi jaminan hak-hak sosial, hak-
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hak kesejahteraan seperti pendidikan dan kesehatan, kesetaraan kesempatan 

bagi semua warga, serta keseimbangan antara kekuatan ekonomi dan otoritas 

publik.
29

 Negara harus memastikan kebijakan yang menciptakan 

pemerintahan yang baik, berkelanjutan, dan merata, sehingga seluruh warga 

negara dapat menikmati manfaat kesejahteraan secara adil. 

Teori keadilan sosial dan konsep negara kesejahteraan memiliki hubungan 

yang erat. Dimana negara berperan penting dalam memastikan distribusi 

yang adil atas hak-hak sosial dan kesejahteraan, serta menjaga keseimbangan 

antara otoritas publik dan ekonomi. Di sisi lain, teori keadilan sosial 

berwawasan ekologis memberikan pandangan bahwa keadilan tidak hanya 

harus diterapkan dalam konteks sosial, tetapi juga dalam pengelolaan 

lingkungan hidup. Dengan memadukan prinsip-prinsip keadilan sosial dan 

ekologis, negara kesejahteraan dapat berkontribusi pada pembangunan yang 

berkelanjutan dan menciptakan kesejahteraan yang adil bagi generasi 

sekarang dan mendatang. 

c. Teori Legislasi  

Teori ini merujuk pada kajian tentang proses pembuatan undang-undang, 

yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, 
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pengesahan, dan pengundangan.
30

 Teori ini bertujuan untuk memahami 

bagaimana undang-undang dibentuk dan diimplementasikan dalam sistem 

hukum suatu negara, termasuk di Indonesia. Dalam konteks ini, teori 

legislasi berfokus pada proses dan produk legislasi, serta bagaimana 

kebijakan publik dapat diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-

undangan yang efektif dan berkualitas. Pendapat para tokoh mengenai teori 

legislasi mencakup beberapa aspek penting, Burkhardt Krems menyatakan 

bahwa ilmu perundang-undangan memiliki sifat interdisipliner yang 

berkaitan dengan ilmu politik dan sosiologi. Ia menekankan pentingnya 

kejelasan dan kejernihan makna dalam proses legislasi, yang bersifat 

kognitif.
31

 Sementara Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa untuk 

memahami sistem hukum, perlu dilakukan kajian yang komprehensif 

terhadap sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Hal ini menunjukkan 

bahwa pembentukan undang-undang sangat dipengaruhi oleh konteks hukum 

yang ada.
32

 Anis Ibrahim mendefinisikan legislasi sebagai suatu proses 

pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif (dalam arti 

hukum perundang-undangan/peraturan perundang-undangan. Legislasi 

sendiri terdiri atas beberapa tahapan yakni perencanaan pembuatan hukum, 

penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga 
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sosialisasi produk hukum.
33

 Pendapat-pendapat ini menunjukkan bahwa teori 

legislasi tidak hanya berfokus pada proses teknis, tetapi juga 

mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan hukum yang lebih luas. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan 

mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian. 

Penelusuran dilakukan terhadap berbagai peraturan yang relevan dengan 

permasalahan yang sedang dibahas.
34

 Dengan berfokus pada kajian teoritis 

mengenai konsep hukum, seperti keadilan sosial dan ekologis dalam 

konteks konstitusi. Dalam tulisan ini, metode yuridis normatif akan 

digunakan untuk mengkaji Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 

Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 

2013-2033, serta prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan keadilan 

sosial dan perlindungan lingkungan hidup. Data dikumpulkan melalui 

penelusuran kepustakaan, seperti pada peraturan perundang-undangan, 
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asas dan prisip hukum, teori hukum, dan pendapat para ahli yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

2. Metode Pendekatan  

Pendekatan yang digunakan untuk menyusun argumentasi dalam 

penelitian ini ialah :   

a. Pendekatan Filsafat Hukum (Philosophicalapproach) 

Pendekatan ini merupakan suatu bentuk pendekatan yang meniliti 

hukum normatif secara mendalam atau radikal.
35

 Kajian yang 

mendalam dan komprehensif itu pula dikenal sebagai kajian kritis 

dengan akal budi (rasio) sebagai alat untuk mengkajinya. Pendekatan 

filsafat hukum adalah pendekatan substansial hukum sebagai objek 

kajiannya dan bukan pada prosedur teknis perumusan atau penciptaan 

norma yang disebut hukum. Filsafat hukum memberi tekanan pada 

substansi (isi), sedangkan ilmu hukum pada forma (bentuk).
36

 

Pendekatan filsafat hukum dalam metode penelitian hukum 

melibatkan analisis mendalam dan komprehensif terhadap hukum, 

dengan fokus pada substansi dan nilai-nilai dasar hukum yang dalam 

hal ini akan menganalisis terkait nilai keadilan sosial pada Peraturan 
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Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033.  

b. Pendekatan Perundang – undangan (Statue Approach) 

Pendekatan perundang-undangan yaitu metode pendekatan dengan 

menggunakan regulasi dan legilasi sebagai dasar analisis . Menurut 

Peter Mahmud Marzuki,
37

pendekatan perundang-undangan dilakukan 

dengan menelaah semua undang-undang serta regulasi yang memiliki 

kolerasi dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini akan 

membantu peneliti untuk mempelajari bagaimana konsistensi dan 

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang 

lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 

atau regulasi dan undang-undang. Hasil kajian ini kemudian 

digunakan sebagai dasar argumen untuk menyelesaikan isu hukum 

yang dibahas.
38

 

 

3. Bahan Sumber Penelitian  

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  

a. Bahan Hukum Primer  
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Ini merupakan bahan hukum yang memiliki daya ikat secara 

umum, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan suatu masalah yang akan dibahas. Bahan 

hukum primer yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia 

3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  

4) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua 

Tahun 2013-2033 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang diperoleh dari 

kepustakaan bahan hukum, bahan hukum ini memberikan 

penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah buku, jurnal ilmiah yang 

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan dari 

media sosial yang terpercaya. 

c. Bahan Hukum Tersier  



Ini merupakan bahan hukum yang memiliki hubungan terhadap 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dan memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, 

Kamus Hukum.  

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan yang dilakukan melalui proses membaca, 

menganalisis dan memahami informasi yang terkait dengan permasalahan 

yang akan dibahas. Data yang akan digunakan bersumber dari peraturan 

perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber lainnya. Setelah 

memperoleh informasi dari sumber terkait, maka penulis akan membuat 

kesimpulan yang selanjutnya akan disajikan dalam karya tulis ilmiah. 

 

5. Teknik Analisis Bahan  Penelitian 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan dianalisis 

dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dimana metode ini 

akan digunakan untuk menyelesaikan isu hukum dengan memberikan 

preskripsi yang seharusnya. Dengan begitu bahan penelitian akan 

diuraikan secara konkrit melalui argumentasi yang komprehensif dan 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan pada akhirnya hasil 



analisis akan dinarasikan secara substantif dalam kesimpulan dan 

saran dalam tujuan penelitian. 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

     Penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah 

metode penarikan yang diterapkan dengan penggunaan metode deduktif 

yaitu melalui analisis dari sesuatu yang umum ke yang khusus dengan 

mengandalkan fakta dan peraturan yang berlaku. Proses melalui analisis, 

dekomposisi, serta penjelasan data secara terstruktur dan rinci. Yang 

kemudian akan dilakukannya interpretasi data dengan meneliti data yang 

telah tersusun dan merangkainya menjadi suatu kalimat. Kemudian 

kesimpulan deduktif ditarik sebagai jawaban terhadap permasalahan yang 

muncul berdasarkan temuan hasil penelitian. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan pada penelitian ini maka penulis membuat 

rangkaian penulisan yang terstruktur dan sistematis, dimana penelitian ini akan dibagi 

akan dibagi dalam empat bab dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 



BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan serta uraian kepustakaan penelitian mengenai pokok-

pokok yang berkaitan dengan analisis penerapan prinsip keadilan sosial 

berwawasan ekologis terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang diterapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 

Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 

2013-2033 dengan cakupan bahasan; 

a) Keadilan sosial 

b) Wawasan Ekologis 

c) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia  

d) Pembentukan peraturan daerah 

BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan yang menjadi pokok permasalahan dalam 

penelitian ini serta hasil dari penelitian yakni; 

a. Terkait penerapan prinsip keadilan sosial yang berwawasan ekologis 

diterapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 

2013. Pokok masalahnya adalah apakah peraturan tata ruang tersebut 

berhasil mengintegrasikan perlindungan lingkungan hidup dengan 

keadilan sosial, terutama bagi masyarakat lokal yang terpengaruh oleh 

kebijakan tata ruang wilayah. 

b. Terkait kesesuaian Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 

2013 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 



Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta analisis  dampak 

kebijakan tersebut pada pembangunan berkelanjutan di Papua. 

BAB IV PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan akhir dari penelitian yang akan menjawab 

permasalahan dari pembahasan. Selain itu juga penulis akan  memberikan 

saran dari kesimpulan untuk dapat dijadikan bahan masukan baik bagi 

penelitian yang dilakukan dimasa mendatang.    
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